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2 Peraturan Penrerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara se
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negara;
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Peraturan Presiden Nonror 65 Tahun 2O15 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nonror 66 Tahun 2O15 ten
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana te
denran Peratstan Presiden Nomor 20 Tahun 201 6:

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 20i6 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Petencanaan Per.rrbangunan Nasional/Badan
Penrbangunan Nasional sebagaimana telah diu
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasi
Badan Pererlcan aan Penrbangunan Nasional Nomor 6 Ta

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahtttr 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantarrarl dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran-

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN
NASIONAL/Kf,PALA BADAN PERENCANAAN
NASIONAL'ILNTANG PT]MBENTUKAN TIM KOORDINASI
FASILITASI PENYI.JSUNAN DOKUMEN PEI\MAPAN PROYEK
PI]MIRINTAI I DI]NGAN I]ADAN USAIIA INT'RAS'IRUKTUR

Menrbentuk Tinr Koordinasi StrateSis Fasilitasi Penyusuna
Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan
Infrastruktur Perkotaan untuk selanjutnya disebut
Infrastruktur Perkotaan, dengan susunan keanqgotaa
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Fasilitasi Infrrastruktur Perkotaan terdiri atas Tim
Penanggung Jawab, Tim Pelaksana danTenaga Pendukung.

Tinr Pengarah bertugas memberikan arahan kebljakan,
membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran
atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas memberikan aruhan kebijakan,
nrembimbin8, menlantau dan berlanggungsawab atas
Pelaksana dalanr pelaksanaan kegiatan.
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KELIMA Tinr Pelaksana bertugas:

nrembuat jadwal serta rencana kerja Tim Fasilitasi
Perkotaan;

b. melakukan koordinasi upaya Penyusunan Dokumen
Proyek Kerjasama Penrerintah denSan Badan Usaha ln
Perkotaan yang mendapatkan pendampingan dari
PPN/Bappenas;

melakukan penSawasan dan pengendalian pelaksa

a

C

e

KEENAM

KETUJLIH

KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

tenaga ahli Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek
Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perko

d. nrelakukan diskusi dan bruinstonnitg denSan narasuln
stakeholderc terkait baik secara internal rnaupuan ekster

menrpersiapkan dan meny'usun b ahan rapatl

f. nrelaporkan hasil pelaksan aan kegiatan kepada Tint Pe

Tenaga Pendukung bertugas:

a, membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
dala dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain y
oleh Tim Pelaksana.

Segala braya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Fasilitasi Inf rastruktur Perkotaan dibebankan pada Anggar an
dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun A

Keputusan ini bellaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku
tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakafia

pada tanggal31 Mei 201

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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SALINAN

LAMPIRAN

KEPI.NUSAN MENTERI PPN,/

KIPALA BAPPENAS

NOMOR I(gP- 772/M.PPN/H

TANGGAL 31 MNI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENIYIJSUNAN DOKUMEN

PENYIAPAN PROYEK KXRJASAM  PEMERIM)\II DENGAN BADAN U

INFRASTRUK|UR PERKOTAAN

A. TIMPENGARAH

Ketua

Anggota

PENANGGUNGJAWAB

TIM PEI.AKSANA

Ketua

Sekretaris

AnSSota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/

Utama Bappenas;

Deputi Bidang Ekonomi, Keme
PPN/Bappenas;

2

3

4

5

Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang

Deputi Bidang Pengemba

Daya Alanr, Kel.nenterian PPN/

Masyarakat, dan Ke
Kementerian PPN/Bappenas;

Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Sarana dan Pr

Direktur Kerjasama Pemerintah
RancanS Bangun.

Reghi Perdana, SH, LLM, Kemen
Bappenas.

Astu Gagono Kendarto, ST,

PPN/Bappenas.

Staf Ahli Menteri Perhu

B.

C.

Wakil Ketua

1

2

Teknologi, Energi, dan
Perhubungan;

Direktur Industri
Kementeriatr Perindustrian;

3. Asisten Deputi Produktivi
Kemenko Perekonomian;

Sekretaris Ditjen Per
Kementerian Perhubungan;
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5 Direktur Industri,
Ekonomi Kreatif,
PPN/Bappenas;

Direktur Transportasi,
PPN/ Bappenas;

Kepala Biro Hukum, Kemen
Bappenas;

Susanty Pertiwi, SS,

Kementerian Perhubungan;

Nursyaf Rullihandia S,

Kementerian PPN/Bappenas;

Dail Umanril Asri, ST
Kementerian PPN/Bappenas

11. Ir. Gunsairi, MPM,
PPN/Bappenas;

Dadang Jusron, SE, Ak,
PPN/Bappenas;

Novie Andriani, SH, LLM,
PPN/ Bappenas;

72.

11. Mohamnud Taufiq
Kementerian PPN/ Bappenas;

15. Ade Hendraputm,
Kementerian PPN/Bappenas;

16. Theresia Yut Sartaulina
Kementerian PPN/ Bappenas.

D. TTNAGAPENDUKUNG Saripudin, Kementerian PPN

Buddy Supriyanto,
PPN/Bappenas;

Suwita, Kenlenterian PPN/Ba

Mustofa, Kementerian PPN/

Diah Triastuti,
PPN/Bappenas.

MXNTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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